







Laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) 
mengangkat judul “Perancangan Floating Village di Kampung Nelayan 
Tambak Lorok Semarang dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme”. 
Penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan pada judul tersebut akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
Perancangan : (Dalam konteks arsitektur) merupakan usulan 
pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada 
menjadi sesuatu yang lebih baik melalui tiga 
proses, yaitu (1) mengidentifikasi masalah; (2) 
mengidentifikasi metode untuk memecahkan 
masalah; dan (3) pelaksanaan pemecahan masalah 
(John Wade, 1997). 
Floating Village : merupakan sistem bangunan baik dari rumah 
tinggal maupun fasilitas umum dengan konsep 
terapung dan berdampingan dengan air yang 
menggunakan struktur tertentu sehingga dapat 
menyiasati rumah yang tahan banjir (tidak 
tenggelam) ketika banjir datang sehingga 
membentuk sebuah kampung. 
Kampung Nelayan : nama lain dari dusun/banjar yang merupakan 
bagian dari desa/kelurahan. Definisi kampung 
dalam konteks urban adalah suatu daerah tempat 
tinggal warga menengah ke bawah yang berada di 
daerah kota. Sedangkan kampung nelayan adalah 





penangkapan ikan dengan perekonomian yang 
berbasis pada perikanan dan pemrosesan ikan. 
Tambak Lorok : merupakan salah satu kawasan yang berada di 
Kelurahan Tanjung Mas yang terdiri dari lima RW, 
yaitu RW XII, RW XIII, RW XIV, RW XV, dan 
RW XVI. Luas kawasan Tambak Lorok adalah 
46,8 Ha dengan ketinggian 0,5 mdpl. Kawasan 
Tambak Lorok berada di pesisir Laut Jawa yang 
dilalui oleh Sungai Banger dan berdekatan dengan 
pelabuhan Tanjung Mas.  
Arsitektur Humanisme : hubungan humanisme dengan arsitektur terjadi 
saat dalam hal pemenuhan kebutuhan (needs) dan 
dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia sebagai 
komunitas (society). Pemenuhan humanisme 
dicapai dengan adanya kenyamanan psikologis dan 
visual dari bangunan, sehingga pengguna 
memperoleh rasa aman dan nyaman. 
Pengertian dari judul yang dimaksud adalah sebuah perancangan 
kampung apung di kawasan permukiman kumuh kampung nelayan Tambak 
Lorok yang terletak di pesisir Laut Jawa dengan pendekatan arsitektur 
humanisnya. Secara keseluruhan berarti bahwa perancangan kampung 
nelayan Tambak Lorok diharapkan mampu menjadi kampung yang tanggap 
bencana terhadap banjir atau rob dan penurunan muka tanah (land 
subsidence), serta identitas kampung nelayan Tambak Lorok sebagai 
kampung apung yang menekankan pada kekhasan masyarakatnya dalam 
aspek humanisme tanpa menghilangkan kearifan lokal, budaya, dan adat 
istiadat yang telah berakar lama sehingga dapat tercapai keseimbangan 
antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam yang dapat 





1.2. Latar Belakang 
Perencanaan dan perancangan pengembangan kawasan kota menjadi 
hal yang sangat penting sebagai perangkat pengendali perkembangan kota 
(Shirvani, 1981 dalam Wikantiyoso, 2005). Sebagai pengendali 
perkembangan kawasan, produk rencana pengembangan menjadi penting 
untuk memberikan guidelines yang sesuai kondisi kawasan. Hal ini 
berkaitan dengan pengalokasian lahan dalam berbagai fungsi dan kegiatan 
(Hariyono, 2010). Land use planning merupakan rencana tata guna lahan 
yang ada pada setiap pengembangan kota. Akan tetapi, penyusunan rencana 
rancangan tersebut sering terhambat dengan keakuratan data lapangan. Hal 
ini menyebabkan pada ketidak-efisiennya rancangan rencana karena tidak 
apikatif (Wikantiyoso, 1997). 
Penerapan rancangan yang tidak sesuai mengakibatkan berubahnya 
struktur kota dan menambah daftar perencana untuk dapat melakukan 
rekomendasi dan kebijakan perbaikan. Salah satu yang mendominasi tata 
guna lahan perkotaan adalah area permukiman. Ketidaksesuaian yang terjadi 
akan berdampat pada kehidupan kota tersebut.  
Berikut merupakan beberapa isu yang terjadi di kawasan permukiman 
kumuh yang terletak di pesisir laut perkotaan. 
1.2.1. Urgensi Topik Permukiman Kumuh (Slum Settlement) 
Permasalahan permukiman kumuh merupakan isu utama 
pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya 
penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan 
berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan 
munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak 
permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk 
terhadap penyelenggaraan pemerintah maupun kawasan tersebut, 
dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan 





hidup dan penghidupan warganya. Di lain sisi dibidang tatanan 
sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di 
lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya 
termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan 
data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk miskin di 
perkotaan pada tahun 2017 yaitu 10,49 juta orang dan kebutuhan 
perumahan mencapai 7,6 juta. 
Tabel 1. 1 Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan 
Provinsi 
Persentase Rumah Tangga Kumuh 
Perkotaan (%) 
2015 2016 
Aceh 9,33 8,45 
Sumatra Utara 9,82 9,36 
Sumatra Barat 12,58 13,02 
Riau 8,89 5,63 
Jambi 6,48 8,73 
Sumatra Selatan 15,01 16,13 
Bengkulu 11,41 12,44 
Lampung 6,88 4,82 
Kep. Bangka Belitung 5,85 5,42 
Kep. Riau 4,23 3,83 
DKI Jakarta 13,25 11,02 
Jawa Barat 14,09 11,81 
Jawa Tengah 4,49 3,70 
DI Yogyakarta 4,18 3,32 
Jawa Timur 4,78 4,57 
Banten 8,73 7,16 
Bali 4,73 2,97 
Nusa Tenggara Barat 12,50 11,35 
Nusa Tenggara Timur 28,13 27,09 
Kalimantan Barat 7,89 6,07 
Kalimantan Tengah 12,47 9,57 
Kalimantan Selatan 11,34 9,29 
Kalimantan Timur 7,40 6,69 
Kalimantan Utara 16,15 12,61 
Sulawei Utara 19,15 11,27 
Sulawesi Tengah 14,52 14,69 
Sulawesi Selatan 7,49 5,56 
Sulawesi Tenggara 11,26 13,14 
Gorontalo 11,54 19,55 
Sulawesi Barat 12,44 11,05 
Maluku 19,22 16,72 
Maluku Utara 5,22 7,56 
Papua Barat 19,31 25,70 
Papua 20,85 14,44 





Berdasarkan hasil identifikasi oleh Ditjen Cipta Karya pada 
tahun 2014 telah teridentifikasi 3.286 kawasan kumuh yang 
mencakup 37.407 Ha. Kawasan kumuh tersebut tersebar di 215 
kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan ditandai SK 
walikota/bupati tentang permukiman kumuh. 
Upaya penuntasan kawasan permukiman kumuh yang 
dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya program “Kota Tanpa 
Kawasan Kumuh” dengan mengacu pola penanganan yang diarahkan 
dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. Untuk menanganinya, Ditjen Cipta Karya merancang 
tiga pola penanganan permukiman kumuh, yaitu:  (a) pemugaran, 
perbaikan dan pembangunan kembali menjadi permukiman layak 
hunian; (b) peremajaan, mewujudkan permukiman yang lebih baik 
dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi 
masyarakat; dan (c) pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak 
mungkin dibangun kembali aatau tidak sesuai dengan rencanan tata 
ruang dan atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi 
barang atau manusia.  
 
Gambar 1. 1 Program Penanganan "Kota Tanpa Kumuh" 





Program penanganan “Kota Tanpa Kumuh” diawali dengan 
pengaturan dan perencanaan. Pada tahap pengaturan, pemerintah 
membentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta 
pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
kawasan kumuh. Dalam melakukan pengentasan kawasan kumuh 
yang bermuara pada terwujudnya permukiman layak huni dan 
berkelanjutan yang dapat dituntukkan oleh Gambar 1.1, pemerintah 
melakukan target 100-0-100 yaitu dengan mewujudkan 0% luas 
kawasan kumuh perkotaan, 100%  akses aman air minum dan akses 
sanitasi yang layak.  
1.2.2. Permukiman Kumuh Kota Semarang 
Kota Semarang merupakan daerah otonom yang berada di 
bawah Provinsi Jawa Tengah. Berkembangnya Kota Semarang 
secara pesat yang menjadi kawasan pusat perekonomian industri dan 
perdagangan menyebabkan meningkatnya populasi penduduk di kota 
besar yang diiringi dengan menyempitnya lahan dan berkurangnya 
ruang terbuka hijau. Hal tersebut secara terus-menerus menyebabkan 
berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan 
kumuh baru. 
 
Gambar 1. 2 Peta Persebaran Kumuh di Kota Semarang 





 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 
050/801/2014 bahwa lokasi permukiman kumuh di Kota Semarang 
mencapai 415,83 Ha. Meliputi 62 kelurahan dari total 177 kelurahan 
di Kota Semarang.  Berikut penetapan lokasi lingkungan perumahan 
dan permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota 
Semarang Nomor 050/801/2014: 
Tabel 1. 2 Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berdasarkan 
Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 
No. Kecamatan Luas (Ha) 
1 Tugu 18,94 
2 Genuk 16,19 
3 Semarang Barat 20,15 
4 Semarang Tengah 29,33 
5 Semarang Timur 49,38 
6 Semarang Utara 151,4 
7 Candisari 2,77 
8 Pedurungan 21,45 
9 Semarang Selatan 14,96 
10 Tembalang 24,97 
11 Gayamsari 20,24 
12 Mijen 4,31 
13 Banyumanik 31,81 
14 Gunungpati 12,17 
15 Ngaliyan 6,09 
Total 415,83 
(Sumber: RP2KPKP Kota Semarang, 2018) 
Berdasarkan pada Tabel 1.2 di atas, bahwa Kecamatan 
Semarang Utara memiliki luas kawasan kumuh terbesar di Kota 
Semarang. Oleh karena itu, di kecamatan tersebut menjadi kawasan 
prioritas dalam melakukan pengentasan permukiman kumuh di Kota 
Semarang. 
1.2.3. Program Penanganan Kumuh Kota Semarang 
Lokasi permukiman kumuh di Kota Semarang sebagian besar 
berada di Kota Semarang Bagian Utara. Penyebab kumuh utamanya 





itu, kondisi penyebab kumuh di bagian Kota Semarang Bagian 
Selatan disebabkan oleh belum meratanya ketersediaan dan 
pelayanan infrastruktur dasar permukiman. Di samping itu, hampir 
di seluruh bagian wilayah Kota Semarang memiliki lokasi 
permukiman kumuh, yang umumnya memiliki karakteristik 
kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi, ketidakteraturan 
bangunan, kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai persyaratan 
teknis, serta kondisi infrastruktur permukiman eksisting yang kurang 
memadai. Kondisi tersebut dtambah dengan keterbatasan ekonomi 
masyarakat dan lingkungan hunian yang layak. Sebagian lokasi 
permukiman kumuh berada di lahan yang tidak sesuai dengan tata 
ruang dan/atau memiliki status lahan yang jelan (ilegal). 
Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 luas 
permukiman kumuh awal di tahun 2014 adalah 415,83 Ha. Lokasi 
permukiman kumuh ini tersebar di 62 kelurahan dari total 177 
kelurahan yang ada di Kota Semarang.  Sedangkan berdasarkan hasil 
verifikasi lokasi permukimaan kumuh, capaian pengurangan kumuh 
Kota Semarang sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar 129,87 Ha. 
Pengurangan ini adalah sebesar 31,23% dari luas permukiman 
kumuh awal. Pengurangan ini dicapai melalui strategi kolaborasi 
program penanganan di lokasi kumuh yang telah dilaksanakan dalam 
kurun waktu 2015 sampai 2017. Kolaborasi pengurangan kumuh 
dilakukan baik dari program yang bersumber dana APBN maupun 
APBD. Terdapat dua program yang bersumber dari dana APBN, 






Gambar 1. 3 Strategi Penanganan Kumuh di Kota Semarang 
(Sumber: RP2KPKP Kota Semarang, 2017) 
Konsep dan pola penanganan kumuh pada dasarnya mengacu 
pada UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berikut program yang dilakukan 
pemerintah dalam menangani kumuh di Kota Semarang, yaitu: 
a. Air minum 
o PDAM (program masyarakat berpenghasilan rendah hibah 
Ausaid) 
o Pamsimas I dan II yang tersebar di 84 lokasi 
o Program Pamsimas HIK (Hibah Insentif Kota) dan HID (Hibah 
Insentif Desa) 
o PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan) melalui program P4IP 
o DAK air minum 







o USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure) 2010-2014 
yang tersebar di 150 lokasi 
o Sanimas 63 unit 
o SLBM (Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat) sebanyak 12 
unit 
o DAK sanitasi 
o APBD sanitasi, pembuatan IPAL dan MCK komunal 
c. Penanganan banjir dan rob 
o DAM Jatibarang 
o Rumah pompa dan kolam retensi kali Semarang 
o Normalisasi banjir kanal barat 
d. Penanganan sarana dan prasarana 
o Kampung Impovement Program (KIP) 
o Semarang Surakarta Urban Development Program (SSUDP) 
o Urban renewal 
o Program perbaikan perumahan masyarakat kurang mampu 
o Pembangunan rusunawa 
o Penanganan dan penataan  
1.2.4. Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) di Pesisir Pantai 
Utara Jawa 
Kota-kota besar di pesisir pantai utara Laut Jawa banyak 
berkembang di daerah aliran sungai. Di wilayah tersebut tersebar 
materaial endapan aluvial. Endapan-endapan hasil pelapukan dan 
erosi terbawa oleh air sungai yang mengendap di muara sungai. 
Karakteristik material penyusun wilayah sangat tergantung oleh 
bebatuan yang digerus oleh air sungai tersebut. 
Semarang merupakan salah satu kota besar yang terletak di 
pesisir pantai utara Laut Jawa. Di mana mempunyai penduduk 





Utara. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan adanya kondisi 
tersebut, maka pembangunan lebih condong ke arah pantai. 
 
Gambar 1. 4 Peta Penurunan Tanah Kota Semarang 
(Sumber: Dokumen SIAP NUSP-2 Kota Semarang, 2018) 
Berdasarkan data Badan Geologi Kementrian ESDM tahun 
2016-2018 menunjukkan daerah dengan potensi amblas tinggi 
semakin meluas. Permukaan tanah di pesisir Kota Semarang 
mengalami penurunan hingga 10 cm per tahun. Dari peta yang 
ditunjukkan oleh Gambar 1.4 pada tahun 2016, selain zona yang 
berwarna biru muda dan cyan bahwa penurunan sampai 10 cm per 
tahun meliputi seluruh bibir pantai di Kota Semarang hingga paling 
jauh ke selatan yaitu hingga Bangetayu Kulon. Sedangkan pada 
tahun 2018, zona tersebut semakin meluas.  
Akibat terjadinya penurunan tanah tersebut, menyebabkan 
meluasnya daerah banjir dan ketinggian air banjir juga meningkat. 
Peristiwa lain yang berkaitan dengan amblesan tanah yang khas 
terjadi di Kota Semarang adalah rob atau banjir karena air laut yang 





1.2.5. Rawan Bencana Banjir Rob Akibat Pasang Laut 
 
Gambar 1. 5 Peta Genangan Banjir Rob Kota Semarang 
(Sumber: Dokumen SIAP NUSP-2 Kota Semarang, 2018) 
Kota semarang berpotensi terjadinya bencana alam yang 
didominasi bencana banjir, rob, dan tanah longsor. Ketiga bencana 
tersebut saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal 
alamnya maupun karena dampak pembangunan. Banjir sering terjadi 
di sekitar aliran sungai dan di bagian utara kota yang morfologinya 
berupa dataran pantai. Kawasan potensi bencana banjir secara umum 
diklasifikasikan menjadi kawasan pesisir/pantai, kawasan dataran 
banjir, kawasan sempadan sungai, kawasan cekungan. Potensi banjir 
di Kota Semarang sebagian besar berada di daerah pesisir/pantai dan 
daerah sempadan sungai yang disebabkan oleh banjir limpasan 
sungai atau banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir pasang (rob). 
Banjir rob ini terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi 





1.3. Rumusan Permasalahan 
1.3.1. Permasalahan Umum 
Bagaimana desain floating village di pesisir pantai Laut Jawa yang 
dapat menjawab permasalahan tingginya kepadatan penduduk dan 
banjir rob akibat land subsidence dengan pendekatan arsitektur 
humanisme? 
1.3.2. Permasalahan Khusus 
a. Bagaimana merancang massa bangunan yang dapat merespon 
permasalahan lingkungan, seperti land subsidence dan banjir rob? 
b. Bagaimana merancang pola ruang yang humanisme untuk 
aktivitas residensial berdasarkan aktivitas penghuni? 
1.4. Tujuan dan Sasaran 
a. Tujuan 
Merencanakan kawasan kampung nelayan dan merancang hunian yang 
dapat menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan dan tingginya 
kepadatan penduduk dengan konsep arsitektur humanisme. 
b. Sasaran 
1) Merancang gubahan massa yang mengatasi permasalahan lahan 
terbatas 
2) Merancang pola ruang yang humanisme untuk aktivitar residensial 
penghuni 
3) Merancang lansekap area pesisir pantai 
1.5. Lingkup Pembahasan dan Batasan 
Pada perencanaan dan perancangan, terdapat beberapa batasan dalam 
pembahasan yang akan dilakukan. Lingkup pembahasan dan batasan yang 
mengacu pada judul terbagi menjadi arsitek, klien, dan pengguna. 
a. Arsitek 
1) Struktur dirancang untuk dapat memperluas bangunan sesuai dengan 





2) Unit dirancang dengan konsep humanisme, dimana terdapat sharing 
space untuk mempertahankan kehidupan kampung dalam ber-sosial 
budaya. 
3) Ruang komunal dimanfaatkan untuk sarana mencuci, menjemur, 
ruang produktif, serta aktivitas berkumpul bagi warga. 
4) Sirkulasi saling terkoneksi antar satu blok massa ke blok lainnya. 
b. Klien 
Klien adalah warga Kampung Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas 
RT 005 RW 016.  
c. Pengguna 
1) Warga di Kelurahan Tanjung Mas terdiri dari warga tetap yang 
sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Sehingga lantai dasar 
digunakan untuk area komersial. 
2) Warga memiliki hak milik atas unit rumah (terdiri dari modular-
modular), apabila dikemudian hari anggota keluarga berkurang 
modular hanya dapat disewakan dan tidak dapat dijual kepada 
siapapun. 
1.6. Metode Pembahasan 
Beberapa metode yang digunakan dalam pencarian data maupun 
analisis data adalah sebagai berikut: 
a. Observasi lapangan 
Pengamatan langsung ke lapangan yang dalam konteks ini adalah pesisir 
pantai di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara dengan tujuan untuk 
mendapatkan gambaran dan data primer berupa kondisi eksisting 
bangunan, aktivitas masyarakat, kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. 
b. Studi literatur 
Pengumpulan data yang lain dilakukan melaluti studi literatur untuk 
mendapatkan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan majalah 
yang memiliki keterkaitan dengan slum and squatter settlement dan 





c. Analisis data 
Data-data yang terkumpul melalui observasi lapangan dan studi literatur 
kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif 
berupa penjabaran kondisi eksisting pesisir pantai di Kelurahan Tanjung 
Mas terkait kualitas permukiman maupun kualitas masyarakat. 
d. Penerapan Konsep Desain 
Hasil yang didapatkan dari observasi lapangan, studi literatur, hingga 
analisis data diakumulasikan kembali dan selanjutnya dilakukan 
pemilihan konsep yang sesuai untuk diaplikasikan dengan kondisi 
eksisting di pesisir pantai di Kelurahan Tanjung Mas. 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan Dasar Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pendahuluan berisikan tentang uraian latar belakang yang menjadi 
objek penelitian dengan mengangkat rumusan masalah untuk 
mencapai tujuan dan manfaat dari penelitian dengan 
menggunakan metode yang sesuai. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka berisi tentang dasar-dasar dan teori yang 
membahas bagaimana strategi pengembangan suatu kawasan 
melalui sudut pandang slum and squatter settlement. Pada bagian 
ini juga membahas hal-hal yang terkait dengan objek penelitian, 
studi banding, dan kesimpulan teori. 
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 
PERENCANAAN 
Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi perencanaan 





aktivitas hingga lingkungan sekitar dari kawasan pesisir pantai di 
Kelurahan Tanjung Mas. 
BAB IV : ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN 
Terdiri dari analisis konsep makro, meso dan mikro. Analisis 
yang dilakukan meliputi analisis site, kebutuhan ruang, hingga 
pendekatan-pendekatan yang digunakan. 
 
